PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 16 /PBI/2000

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31
DESEMBER 1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa ddan upaya pemulihan  perekonomian
nasond, program redrukturisss  perusshaen  yang
dilaksanakan pada saat ini perlu didorong agar dapat
mencapa sasaran yang diinginkary

b. bawa redrukturissd perusshaan dan  resrukiurisas
kredit yang dileksaekan oleh pebankan dan
lembaga resmi mengdami bebergpa kendda antara
lan ketentuan  pdampauan  baas  maksmum
pemberian kredit;

Cc. bahwa pdampauan batass meksmum pemberian
kredit yang didami  oéeh  bank-bank  Iebih
disshabkan adanya peningkatan kurs vauta asing
dan penurunan moda bank;

d. bahwa ...



Menginget

. bahwa  untuk mendorong program restrukturisas

perusshaan perlu dilakukan penyesuaan  terhadgp
ketentuan batas wakitu penydesdan peampauan  batas
maks mum pemberian kredit bank umum;

bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu  untuk
menetgpkan  Perubahan  Surat Keputusan  Direks  Bank

Indonesa Nomor 31/177/KEP/DIR tanggad 31 Desember
1998 tentang Batas Maksmum Pemberian Kredit Bank
Umum daam Peraturan Bank Indonesia;

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagamana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

. Surat Keputusan Direks Bank Indonesia Nomor

31/177/KEP/DIR tangga 31 Desember 1998 tentang Batas
Maksmum Pemberian Kredit Bank Umum;

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKS BANK
INDONESIA° NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31
DESEMBER 1998 TENTANG BATAS MAKSMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

Pasdl |

Mengubah bebergpa ketentuan ddam Surat Keputusan Direks Bank Indonesa
Nomor 31/177/KEP/DIR tanggd 31 Desember 1998 tentang Batas Maksmum
Pemberian Kredit Bank Umum, sehingga berbunyi sebagal berikut:

1. Ketentuan Pasd 15 aya (3) diubsh sehingga Pesd 15 ayat (3) sduruhnya
berbunyi sehagal berikut:
“Pasd 15
(3) Taget waktu penydesaian sebagamana dimeksud ddam aya (2) ditetgpkan
sebagai berikut:
a Untuk Pdanggaan BMPK  sdambat-lambatnya
ddam jangka waktu 1 (satu) bulan sgak action plan
disstujui Bank Indonesig;

b. Untuk sdgtigp Pdampauan BMPK  ssbhagamana
dimeksud ddam Pasd 4 aya (1) diaur sebaga
berikut:

i). untuk Pdampauan BMPK yang terjadi sebdum dan  sampa

dengan dikduakannya Peauran Bank Indonesa ini sdamba-
lambatnya padatanggd 31 Mei 2001;

i) Utk ...



i) untuk Pelampauan BMPK yang terjadi sstelah dikduarkannya
Peraturan Bank Indonesaini addah sdambai-lambatnya daam
jangkawektu yang lebih lamaantara 9 (sembilan) bulan sgak
action plan disetujui oleh Bank Indonesia dengan batas waktu
tanggd 31 Me 2001.”

2. Menambah ketertuan baru diantara Pasd 15 dan Pasd 16 yang dijadikan
Pasd 15A dan Pasd 15B, yang berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 15A

Khusus untuk kredit yang direstrukturised olen lembaga resmi, target waktu
penydessian Pdampauan BMPK  sdbagamana dimeksud ddam Pasd 15
aya (3) ditetgpkan sdambat-lambainya ddam jangka wektu yang lebih lama
ataa 9 (sambilan) bulan sgak distujuinga action plan oleh Bank
Indonesia dengan batas waktu tangga 31 Desember 2002,

Pasa 15B
(1) Penydesdan Pdampauan  BMPK  dapat  dilakukan dengan  pemberian
jaminan dari BPPN kepada Bank.
(2) Jaminen yang diberikan oleh BPPN sebagamana dimeksud ddam aya
(1) waib memenuhi persyaratan:
a berdfat irrevocable
b. harus dapat dicarkan sdambat-lambanya 7 (tujuh) hai sgak
digukannyaklam;

C. jangka wektu jaminan sekurang-kurangnya sama dengan  jangka
waktu penyelesaian Plampauan BMPK;; dan



d. nla jamnan  skuwrangkurangnya sama dengan  jumlah
Pelampauan BMPK yang ada”

Pad |1

Peraturan Bank Indonesiaini mula berlaku sgak tanggd ditetgpkan

Ditetapkan di Jekarta
Padatanggd 12 Juni 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 90

DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 19 /PBI/2000
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31 DESEMBER 1998 TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

. UMUM

Pdaksanaan progran pemulinen  perekonomian nasond dimula  dengan
penergpan  berbaga  langkahtlangkah ddam rangka redrukturises  perbankan
nesond yang attaa lan diléksaneékan  mddui program  penjaminen
pemerintah, program rekapitdises  perbankan dan  pedaksanaan  redtrukturises
kredit  perbankan.  Langkah  sdanjutnya  ddam  program  pemulihan
perekonomian nasiond terssbut addah mddui  restrukiurisss perusshaen.
Program redrukturisss peustheen sanga ea katannya untuk  mendukung
perbaikan 99 aktiva perbankan medui program restrukturisas kredit.

Ddam pdaksanaannya, program redrukturisss  kredit dan  restrukturisas
peushaen yang dilsksanegkan sdama ini mengdami berbaga  kendda dan
sdah satunya addah berupa adanya ketentuan yang berkatan dengen pringp
kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Sehubungan dengan permasaahan tersebut srta dengan
mempertimbangkan bahwa restrukturisas kredit dan restrukturisasi perusshaan



pada gilirannya dapat mempebaki 99 aktiva perbankan dan  mendorong
pergerakan sektor riill maka perlu dilakukan penyesuaan sementara  terhadgp

ketentuan  kehati-hatian ~ khususnya mengena  papanjangan  batas  waktu

penydesaan Pdampauan Batas Maksmum Pemberian Kredit.

Perpanjangan batas wektu penydessian Pdampauan Baias Maksmum
Pemberian Kredit diberikan mengingat adanya fakta bahwa ddam masa kriss
ekonomi pelampauan terssbut digkibatken oleh peningkatan kurs vaduta asing
dan penurunan modd Bank, seta untuk  memberikan dukungan terhadep
program resrukturisss  perussheen yang dilekukan oleh lembaga resmi yaitu
Prakarsa Jakarta dan Satuan Tugas Restrukturisas Kredit Bank Indonesia

Sdan penyesudan sementara terhadgp  ketentuan  kehati-hatian  tersebu,
Badan  Penyehatan  Peabankan  Nasond  dgpat  membantu  mengatas
permasdahan  Pdampauan Baas Maksmum Pemberian Kredit perbankan
medui pemberian jaminan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasond.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasdl |
Angkal
Pasa 15
Aya (3)
Huruf aden huruf b

Cukup Jas
Angka?2 ...



Angka?2
Pasal 15A

Yang dimeksud dengan lembaga resmi addah Prekarsa Jekarta
dan Satuan Tugas Restrukturisas Kredit Bank Indonesia

Pasd 15B
Ayat (1)
Ddam penydessian Pdampauan BMPK, pemberian
jaminen oleh BPPN disgtaekan dengan jaminen oleh
Pemeinteh Pusat sehingga dkecudikan dai  perhitungan
BMPK.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimeksud dengan irrevocable addah jaminen
dengan kondis tid&k dapat diubah dan atau ditarik
kembdi atau dibatakan tanpa persetujuan Bank dan
BPPN.

Huruf b

Klam digukan apabila Pdampauan BMPK bdum
tersdesaikan sampa dengan baas  waktu
penydessan Pdampauan BMPK sesua  jadwd

angsuran kredit yang ada.
Huruf ¢

Cukup jeas

Hurufd ...



Huruf d
Nila jaminen sebagamana dimeksud ddam ayat ini
wgib disssuakan gpabila terjadi  peningkatan nila
Pelampauan BMPK.

Pad |1

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3973
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